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DALIL DALIL

Dalam transaksi elektronik, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah
dibandingkan pelaku usaha, karena keterbatasan informasi dan kontrol
terhadap barang. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Yyang
menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik merupakan amanat hukum
yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 huruf a UU Perlindungan
Konsumen, serta Pasal 9, Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang
larangan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan atau merugikan
konsumen.

Pelaku usaha yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam produksi
barang wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen, berdasarkan Pasal
19 dan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak konsumen
untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang dan jasa
yang tidak sesuai..

Efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen sangat bergantung pada
implementasi norma hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 45
UU Perlindungan Konsumen tentang mekanisme penyelesaian sengketa
konsumen dan Pasal 38 UU ITE tentang penyelesaian sengketa melalui
pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam menghadapi dinamika transaksi elektronik dan modus penipuan baru,
diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi berbasis teknologi, sebagaimana
disarankan dalam Pasal 5 dan Pasal 11 UU ITE, yang mengatur tentang
pentingnya keamanan transaksi elektronik dan keabsahan dokumen elektronik
sebagai alat bukti hukum..
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ABSTRAK

Judul Disertasi . Posisi Konsumen Dalam Pembelian Barang Melalui
Sistem Transaksi Elektronik : Kajian Yuridis
Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Penipuan
Dan Kecurangan Dalam Menjual Barang

Kata kunci : Perlindungan  Konsumen, Transaksi Elektronik,
Omnisbus Law

Perkembangan transaksi elektronik membawa kemudahan bagi konsumen,
namun juga meningkatkan risiko penipuan dan kecurangan dalam produksi barang.
Konsumen kerap berada dalam posisi lemah ketika pelaku usaha melakukan
tindakan merugikan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen
terhadap penipuan dan kecurangan dalam transaksi elektronik, serta efektivitas
regulasi yang berlaku.

Rumusan masalah meliputi: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi
konsumen dalam transaksi elektronik? (2) Mengapa konsumen berada pada posisi
lemah? (3) Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian?
Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon
untuk menganalisis perlindungan preventif dan represif bagi konsumen, Teori
Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch untuk mengevaluasi regulasi transaksi
elektronik, serta Teori Keadilan oleh John Rawls guna memahami perlindungan
hukum bagi konsumen sebagai pihak rentan.

Jenis Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif
adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan pendekatan perundang-
undangan, kasus, dan perbandingan. Data diperoleh dari peraturan hukum (UU No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 1 Tahun 2024 tentang
ITE), putusan pengadilan, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara
kualitatif-deskriptif dengan membandingkan aturan hukum dan praktik di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Regulasi seperti UUPK, UU ITE, dan
Permendag belum efektif melindungi konsumen dalam transaksi elektronik karena
pengawasan lemah, posisi tawar konsumen rendah, dan sulitnya penyelesaian
sengketa. 2) Konsumen dalam e-commerce sering dirugikan, seperti menerima
barang cacat, keterlambatan pengiriman, dan penyalahgunaan data pribadi,
sementara mekanisme hukum yang ada belum berjalan optimal. 3) Mekanisme
penyelesaian sengketa di Indonesia masih kurang responsif dan terintegrasi
dibandingkan Filipina dan Malaysia, memperlemah posisi konsumen dalam
transaksi elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan
pembentukan Omnibus Law Perlindungan Konsumen, yaitu penggabungan
berbagai regulasi terkait ke dalam satu aturan hukum terpadu, guna mengatasi
tumpang tindih aturan, memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa, serta
memastikan kepastian hukum bagi konsumen.
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ABSTRACT

Dissertation Title  : Consumers' Position In Purchasing Goods Through
Electronic Transaction Systems: A Legal Study Of
Consumers' Protection Against Fraud And Deceit In
Selling Goods.

Keywords : Consumer Protection, Electronic Transactions,
Omnibus Law

The development of electronic transactions brings convenience to
consumers, but also increases the risk of fraud and cheating in the production of
goods. Consumers are often in a weak position when business actors take
detrimental actions. This study examines legal protection for consumers against
fraud and cheating in electronic transactions, as well as the effectiveness of
applicable regulations.
The formulation of the problem includes: (1) What form of legal protection is there
for consumers in electronic transactions? (2) Why are consumers in a weak
position? (3) What are the legal remedies for consumers who suffer losses?
This study uses the Legal Protection Theory by Philipus M. Hadjon to analyze
preventive and repressive protection for consumers, the Legal Certainty Theory by
Gustav Radbruch to evaluate electronic transaction regulations, and the Justice
Theory by John Rawls to understand legal protection for consumers as vulnerable
parties
Types of Research method used is a type of normative legal research, which is a
scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science
from a normative perspective, with a statutory, case, and comparative approach.
Data were obtained from legal regulations (Law No. 8 of 1999 concerning
Consumer Protection, Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic
Transactions), court decisions, and related literature. Data analysis was carried
out qualitatively-descriptively by comparing legal regulations and practices in the
field.
Regulations such as the Consumer Protection Law, the Electronic Information and
Transactions Law, and the Minister of Trade Regulation have not been effective in
protecting consumers in electronic transactions due to weak supervision, low
consumer bargaining position, and difficulty in resolving disputes. 2) Consumers
in e-commerce are often disadvantaged, such as receiving defective goods, late
delivery, and misuse of personal data, while existing legal mechanisms have not
been running optimally. 3) The dispute resolution mechanism in Indonesia is still
less responsive and integrated than the Philippines and Malaysia, weakening the
position of consumers in electronic transactions. Therefore, this study recommends
the formation of an Omnibus Law on Consumer Protection, namely the merger of
various related regulations into one integrated legal rule, in order to overcome
overlapping regulations, strengthen dispute resolution mechanisms, and ensure
legal certainty for consumers.
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